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Abstrak
 

Rumah Sakit sebagai sebuah institusi perlu menerapkan good corporategovernance dan good clinical

governance dalam meningkatkan mutupelayanannya secara berkesinambungan. Badan Layanan Umum

(BLU) adalahinstansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanankepada

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpamencari keuntungan dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsipefisiensi dan produktivitas. Pemerintah menyadari perlunya

keleluasaan praktikberbisnis yang sehat di berbagai instansinya, sehingga telah mengeluarkanPeraturan

Pemerintah No. 23 Tahun 2005 (PP 23/2005) mengenai PengelolaanKeuangan BLU dan mengijinkan

penerapannya dapat dilaksanakan di berbagaiinstansi pemerintah termasuk Rumah Sakit. Penelitian ini

bertujuan mengevaluasitata kelola pada 4 (empat) Rumah Sakit Vertikal Kelas A di Jawa dan Bali.Terdapat

perbedaan implementasi pada ke 4 (empat) RS Vertikal tipe A di Jawadan Bali yang diteliti. Perbedaan

tersebut adalah perbedaan pencapaiankelengkapan persyaratan dokumen tata kelola serta perbedaan pada 4

(empat)unsur tata kelola BLU sesuai PP 23/2005 yang meliputi 12 (dua belas) faktorterkait peningkatan

mutu pelayanan menurut skema Donabedian dan Glickman,yaitu budaya korporat, penetapan BLU, hospital

by laws, Renstra &amp; RBA,pengembangan layanan, pengadaan barang &amp; jasa, standar pelayanan,

penetapantarif, pejabat pengelola, penetapan remunerasi, kepegawaian, pembinaan

&amp;pengawasan.Perlunya peningkatan pemahaman pejabat pengelola satuan kerja, peningkatankualitas

pembinaan dan pengawasan, pembentukan pengelola khusus BLU diKementerian Kesehatan, pembentukan

tim terpadu yang melibatkan seluruhpemangku kepentingan. Diperlukan juga perubahan budaya organisasi,

seleksi &amp;evaluasi RS BLU, pemenuhan syarat kelembagaan BLU, reward &amp; punishment,peraturan

yang jelas, rencana strategis &amp; rencana bisnis anggaran yang sesuai.Kebijakan publik yang tepat sangat

dibutuhkan dan menentukan keberhasilansuatu negara dalam mencapai tujuannya.Kata kunci:Good

corporate governance, RS BLU, 4 RS vertikal tipe A, evaluasi, PP 23/2005.
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